Salah satu perscalan besar yang dihadapi Indonesia belakangan ini
adalah menurunnya kontribusi sektor industri pada pertumbuhan
ekonomi nasional. Penyebab dari penurunan Kkontribusi sektor
tersebut tidak hanya karena persoalan internal yang menyangkut daya
saing dan produktivitas sektor industri, melainkan juga karena adanya
persoalan eksternal, terutama menyangkut kebijakan nasional yang
rentan dengan dinamika perekonomian global maupun dampak
persaingan global itu sendiri.

Akibatnya, upaya untuk menyediakan lapangan kerja, peningkatan
investasi, dan peningkatan perolehan devisa negara melalui sektor
industri berjalan lambat. Keadaan ini tentu tidak dapat dibiarkan,
terlebih-lebih jika disadari perekonomian nasional mendatang akan
semakin lebih terbuka, baik sebagai akibat komitmen globalisasi secara
umum dan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN khususnya. Oleh
karena itu, upaya keras dan cerdas untuk menyikapi kemunduran
sektor industri Kini dan mendatang harus dilakukan jika Indonesia
sungguh-sungguh ingin menjadi negara maju.

Buku yang ada di tangan pembaca ini, ditujukan untuk memberikan
catatan-catatan penting yang harus diperhatikan dalam menyikapi
kemunduran sektor industri mendatang. Dalam buku ini tidak saja
diberikan analisis terhadap berbagai aspek dan pandangan mengenai
kebijakan industri nasional, dan strategi, serta upaya pengembangan
industri nasional, melainkan juga didiskusikan permasalahan-
permasalahan vang timbul dalam proses penerapan kebijakan dan
pengembangannya maupun upaya dalam mengatasi permasalahan-
permasalahan tersebut.
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KATA SAMBUTAN
KEPALA PUSAT PENGKAJIAN, PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI (P3DI)
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera,

Saya menyambut dengan baik dan memberikan apresiasi
atas penerbitan buku bunga rampai dengan judul “Kebijakan
dan Pengembangan Industri Nasional di Indonesia” yang digagas
oleh peneliti P3DI, Setjen DPR RI. Hasil analisis berupa gagasan
dan pemikiran serta pengalaman empiris yang dituangkan dalam
buku ini diharapkan dapat menjadi gambaran dan masukan dalam
pengembangan industri nasional Indonesia.

Pendekatan analisis dilakukan berdasarkan review berbagai
kajian terkait serta analisis empiris berdasarkan studi-studi
sebelumnya. Struktur buku terdiri atas 6 (enam) bagian tulisan
yang memiliki konektivitas yang baik untuk memperkaya
pemahaman tema kebijakan dan pengembangan industri nasional.
Visi pembangunan Industri Nasional sebagaimana yang tercantum
dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan
Industri Nasional adalah Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh
pada tahun 2025, dengan visi antara pada tahun 2020 sebagai
Negara Industri Maju Baru. Oleh karena itu, pengembangan industri
dengan keunggulan kompetitif sangat penting untuk menghadapi
persaingan ketat, baik di pasar dalam negeri maupun pasar ekspor
dalam era globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia.

Saya sampaikan apresiasi kepada rekan-rekan peneliti dan
terima kasih kepada Prof. Dr. Carunia Mulya Firdausy, MADE, APU.
yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya sebagai editor
buku ini. Kepada penerbit disampaikan penghargaan tinggi atas
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Kata Sambutan

kerja samanya dalam penerbitan bersama dengan P3DI, Setjen DPR-
RI. Besar harapan saya, buku ini akan bermanfaat dalam perumusan
kebijakan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, Oktober 2014
Kepala Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)
Sekretariat Jenderal DPR RI

Dr. Rahaju Setya Wardani
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KATA PENGANTAR

Sektorindustriterus berkembang seiring dengan perkembangan
ekonomi. Kontribusi sektor industri dapat dilihat dari PDB,
penyerapan tenaga Kkerja, investasi yang telah dikeluarkan, dan
devisa. Oleh sebab itu tidak mengherankan jika sebagian besar
negara maju ditandai dengan berkembangnya sektor industri dalam
perekonomian nasionalnya.

Perkembangan industri di Indonesia menghadapi berbagai
tantangan yang tidak mudah. Tantangan tersebut terbagi dalam
dua hal utama, pertama, sisi internal yang meliputi penciptaan
struktur pasar yang sehat, peningkatan daya saing produk industri
yang export oriented, membanjirnya produk impor, dan integrasi
antara industri hulu dan hilir. Salah satu upaya yang dilakukan
pemerintah adalah dengan mengeluarkan UU Nomor 3 Tahun
2014 tentang Perindustrian. Kebijakan pemerintah yang fokus
melindungi industri dalam negeri, baik natural resource based
industry maupun labour intensive based industry, dan aturan main
yang lebih jelas diharapkan dapat lebih mendorong kontribusi
sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan
bagi masyarakat. Kedua, sisi eksternal berkaitan dengan dengan
konteks pasar internasional dan regional. Contohnya daya saing
industri menengah dan industri kecil (IKM) yang mulai eksis dalam
industri nasional ketika menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN
pada 1 Januari 2015.

Buku bunga rampai dengan tema “Kebijakan dan Pengembangan
Industri Nasional di Indonesia” berusaha memetakan perkembangan,
permasalahan, dan tantangan yang dihadapi oleh sektor industri
nasional (baik migas dan nonmigas) saat ini dan ke depan.
Bagaimanapun juga ekspor Indonesia hingga saat ini masih
didominasi oleh hasil-hasil dari industri manufaktur nonmigas. Oleh
sebab itu tidak berlebihan apabila berbagai tulisan dalam buku ini
penting untuk dibaca.



Kata Pengantar

Buku ini ditulis oleh 6 (enam) peneliti yang sehari-hari bekerja
di P3DI DPR RI, di mana mereka tidak jarang terlibat langsung
dalam proses pengambilan keputusan. Buku tentang “Kebijakan
dan Pengembangan Industri Nasional di Indonesia diharapkan
dapat menjadi salah satu koleksi referensi yang berkaitan langsung
dengan sektor industri. Sebagai akhir kata, saya sebagai penyunting,
mengucapkan terima kasih kepada para penulis yang telah
mempercayakan kepada saya untuk memberi koreksi, masukan, dan
pemikiran yang relevan guna menyempurnakan substansi dari buku
ini.

Jakarta, Oktober 2014

Penyunting,

Prof. Dr. Carunia Mulya Firdausy, MADE, APU
Profesor Riset LIPI dan Guru Besar Ilmu
Ekonomi Universitas Tarumanagara
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PROLOG

Salah satu persoalan besar yang dihadapi Indonesia belakangan
ini yaitu menurunnya kontribusi sektor industri pada pertumbuhan
ekonomi nasional. Penyebab dari penurunan kontribusi sektor ini
tidak hanya karena persoalan internal yang menyangkut daya saing
dan produktivitas sektor industri, melainkan juga karena adanya
persoalan eksternal, terutama menyangkut kebijakan nasional yang
rentan dengan dinamika perekonomian global maupun dampak
persaingan global itu sendiri. Akibatnya, upaya untuk menyediakan
lapangan kerja, peningkatan investasi, dan peningkatan perolehan
devisa negara melalui sektor industri berjalan lambat. Keadaan ini
tentutidakdapatdibiarkan,terlebih-lebihjikadisadariperekonomian
nasional mendatang akan semakin lebih terbuka, baik sebagai akibat
komitmen globalisasi secara umum dan pembentukan Masyarakat
Ekonomi ASEAN khususnya. Oleh karena itu, upaya keras dan cerdas
untuk menyikapi kemunduran sektor industri kini dan mendatang
harus dilakukan jika Indonesia sungguh-sungguh ingin menjadi
negara maju.

Buku yang berjudul “Kebijakan dan Pengembangan Industri
Nasional di Indonesia” ini salah satunya ditujukan untuk
memberikan catatan-catatan penting yang harus diperhatikan
dalam menyikapi kemunduran sektor industri mendatang. Dalam
buku ini tidak saja diberikan analisis terhadap berbagai aspek dan
pandangan mengenai kebijakan industri nasional, dan strategi, serta
upaya pengembangan industri nasional, melainkan juga didiskusikan
permasalahan-permasalahan yang timbul dalam proses penerapan
kebijakan dan pengembangannya maupun upaya dalam mengatasi
permasalahan-permasalahan tersebut. Adapun sistematika buku ini
adalah sebagai berikut.

Bagian pertama memuat tulisan yang berjudul “Pengaruh
Investasi dan Tenaga Kerja terhadap PDB Sektor Industri”
yang ditulis oleh Ari Mulianta Ginting. Kinerja industri nasional
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Prolog

terus mengalami perlambatan—yang ditandai dengan penurunan
kontribusi sektor industri terhadap PDB. Penurunan kinerja industri
nasional disebabkan oleh perubahan dari variabel-variabel yang
mempengaruhinya, seperti investasi dan tenaga kerja. Oleh karena
itu, tulisan ini mencoba memberikan gambaran dan analisis secara
umum pengaruh investasi dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan
sektor industri di Indonesia.

Bagian kedua dilanjutkan dengan tulisan dari Eka Budiyanti
yang berjudul “Urgensi Bank Khusus Industri Kaitannya dalam
Mendukung Industri Nasional di Indonesia”. Masalah utama yang
dihadapi oleh sektor industri selama ini adalah sulitnya akses
pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan bank selama ini masih
bersifat jangka pendek, padahal di satu sisi industri membutuhkan
pembiayaan yang sifatnyajangka panjang. Hal ini yang menyebabkan
adanya wacana pemerintah untuk segera membentuk bank khusus
industri. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba menggambarkan
urgensi pembentukan bank khusus industri di Indonesia dalam
kaitannya untuk mendukung sektor industri nasional.

Kemudian bagian ketiga dilanjutkan dengan tulisan dari Juli
Panglima Saragih mengenai “Peran Industri Manufaktur dan
Kebijakan Pengembangannya Pasca UU Nomor 3 Tahun 2014”.
Dalam tulisan ini digambarkan mengenai pentingnya sektor industri
manufaktur dalam pertumbuhan ekonomi. Selain itu sektor industri
manufaktur juga merupakan sektor yang paling banyak menyerap
tenaga kerja dan investasi. Tulisan ini menganalisis bagaimana peran
industri manufaktur bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya
melalui perspektif kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah
pasca dikeluarkannnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2014.

Bagian keempat ditulis oleh Rasbin dengan judul “Indikator
Kualitas Pertumbuhan Ekonomi: Pertumbuhan Sektor Industri
dan Penyerapan Tenaga Kerja”. Kualitas pertumbuhan ekonomi
yang tinggi dapat dilihat dari pertumbuhan sektor industri. Hal ini
dikarenakan sektor industri merupakan salah satu sektor ekonomi
penyerap tenaga kerja terbanyak. Oleh karena itu -tulisan ini mencoba
menganalisis kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan
menggunakan indikator pertumbuhan sektor industri dan tenaga kerja.

Selanjutnya bagian kelima ditulis oleh Venti Eka Satya berjudul
“Kesiapan Industri Manufaktur Indonesia dalam Menyongsong
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Prolog

Terbentuknya ASEAN Economic Community (AEC) 2015”. AEC
diimplementasikan pada tahun 2015. Wilayah ASEAN akan menjadi
pasar tunggal dan basis produksi tunggal, dimana arusbarangdanjasa,
keuangan, investasi, tenaga kerja terampil, dan modal intrakawasan
akan bergerak semakin bebas tanpa hambatan. Sebelum memasuki
AEC, persiapan-persiapan terutama dalam sektor industri sangat
penting dilakukan. Hal ini dikarenakan sektor industri merupakan
sektor utama dalam perekonomian nasional. Kesiapan sektor industri
dalam persaingan AEC akan mendorong Indonesia menjadi lebih
kompetitif sehingga Indonesia tidak hanya menjadi pasar saja. Oleh
karena itu, tulisan ini mencoba menganalisis mengenai bagaimana
kondisi perindustrian di Indonesia saat ini dan persiapan yang
dilakukan menuju AEC, serta bagaimana daya saing sektor industri
jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya.

Terakhir, bagian keenam memuat tulisan dari Iwan Hermawan
yang berjudul “Revitalisasi Industri Pupuk Melalui Ketersediaan
Gas Bumi di Indonesia”. Kebijakan pemerintah yang merealokasi
pemanfaatan gas bumi dari revenue objective menjadi economic
growth objective menjadi momentum untuk mendukung revitalisasi
industri pupuk. Ketersediaan dan distribusi pupuk yang baik akan
mendorong pertumbuhan sektor pertanian, industri produk-produk
pertanian, dan pada akhirnya juga akan berkontribusi terhadap
pencapaian ketahanan pangan nasional. Tulisan ini mencoba
menganalisis perkembangan revitalisasi industri pupuk dikaitkan
dengan ketersediaan gas bumi, yang notabene juga dihadapkan
pada tantangan distribusinya.

Penyunting memberikan apresiasi yang tinggi dan ucapan
selamat kepada Tim Penulis Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik,
Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat
Jenderal DPR RI atas terbitnya buku ini. Penyunting meyakini kajian
dalam buku ini dapat memberikan inspirasi dan masukan penting
bagi para pengambil kebijakan, terutama pihak legislatif. Buku
ini juga diyakini dapat memberikan manfaat yang besar bagi para
pembaca yang ingin mendalami pengetahuan tentang kebijakan dan
pengembangan industri nasional. Selamat Membaca.

Jakarta, Oktober 2014
Penyunting
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EPILOG

Peran pembangunan sektor industri sangat penting dan
strategis karena kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi
nasional yang besar. Era globalisasi ekonomi berdampak pada
semakin ketatnya persaingan dan perubahan lingkungan usaha.
Oleh karena itu perlu dilakukan pengembangan sektor industri
yang memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif,
antara lain industri yang berbasis sumber daya alam (baik yang
terbarukan maupun yang tidak terbarukan), sumber daya manusia,
teknologi, pemenuhan kebutuhan pasar (domestik dan global), serta
budaya. Melalui sektor industri, sumber daya yang tersedia perlu
didayagunakan secara optimal untuk kepentingan nasional.

Ari Mulianta Ginting memberikan paparan bahwa untuk
memacu pertumbuhan PDB sektor industri, pemerintah harus
dapat mendorong pertumbuhan terutama investasi di samping
tenaga kerja. Untuk itu kendala dan permasalahan yang dihadapi
oleh sektor industri dalam dunia usaha seperti korupsi, inefisiensi
birokrasi, infrastruktur yang tidak memadai, akses keuangan yang
kurang, serta peraturan ketenagakerjaan yang rumit dan membelit
harus segera diselesaikan. Sudah menjadi tugas pemerintah untuk
menyelesaikan beberapa permasalahan tersebut agar tercipta
iklim investasi yang kondusif bagi pertumbuhan investasi di sektor
industri.

Dalam kaitannya dengan pendanaan sektor industri di Indonesia,
Eka Budiyanti menekankan bahwa untuk membiayai sektor riil
yang produktif seperti sektor industri, diperlukan suatu lembaga
pembiayaan khusus. Dalam proses pembentukan bank khusus
industri ini, diperlukan perhatian dan pertimbangan yang besar
dalam hal koordinasi, sumber dana dan sumber daya manusia, fokus
pembiayaan, serta birokrasi. Pada akhirnya jika bank khusus industri
ini sudah terbentuk, maka diharapkan dapat meningkatkan kontribusi
sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
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Epilog

Juli Panglima Saragih menekankan bahwa setelah lahirnya
Undang-Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian diharapkan
dapat mendorong perkembangan industri di Indonesia, khususnya
industri yang berbasis ekspor. Namun kendala yang dihadapi
oleh industri selama ini adalah impor bahan baku dan penolong
masih relatif besar. Kondisi inilah yang menyebabkan daya saing
industri lokal melemah dan mendorong terjadinya defisit neraca
perdagangan.

Sementara itu, Rasbin memberikan pemahaman bahwa saat ini
sektorindustri,khususnyaindustripengolahanmengalamidecreasing
return to scale. Jika situasi ini terus terjadi akan mengakibatkan
terjadinya excess supply tenaga kerja, karena pertumbuhan jumlah
penyerapan tenaga kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan
angkatan kerja. Untuk itu, ke depan arah pengembangan industri
pengolahan harus difokuskan pada pendalaman struktur industri,
sehingga industri pengolahan berdampak signifikan terhadap sektor
tenaga kerja.

Dalam kaitannya dengan integrasi ekonomi ASEAN, sektor
industri tidak dapat dilepaskan dengan kegiatan ekspor dan impor.
Venti Eka Satya menekankan bahwa sektor industri di Indonesia
masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara ASEAN
lainnya. Hal ini dikarenakan rendahnya daya saing yang disebabkan
masih kurangnya dukungan dari pemerintah. Pemerintah harus
mengambil kebijakan dan aturan yang kondusif bagi sektor industri,
di samping itu diperlukan infrastruktur yang memadai bagi
perkembangan industri di Indonesia.

Khusus mengenai industri pupuk di Indonesia, Iwan Hermawan
memaparkan bahwa revitalisasi industri pupuk di Indonesia
membutuhkan konsep industry follows energy. Ketersediaan gas
bumi menjadi kunci keberhasilan dan keberlangsungan revitalisasi
industri pupuk. Di sisi lain gas bumi menghadapi tantangan besar
terkait distribusi yang terbatas dan kebutuhan gas bumi oleh sektor-
sektor lainnya. Oleh sebab itu jaminan kelancaran penyediaan dan
distribusi gas bumi harus didukung oleh infrastruktur gas bumi
nasional yang memadai dan political will pengembangan industri gas
bumi dan sektor ikutannya di dalam negeri. Keberhasilan revitalisasi
industri pupuk akan berdampak nyata terhadap pencapaian
ketahanan pangan di Indonesia.
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Epilog

Benang merah dari berbagai tulisan dalam tema besar Kebijakan
dan Pengembangan Industri Nasional di Indonesia ini memberikan
pemahaman dan keyakinan bahwa sektor industri nasional penting
bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Oleh sebab itu dibutuhkan
dukungan nyata agar kontribusinya tidak menurun. Berbagai
dukungan tersebut dapat berasal dari (a) pertumbuhan investasi dan
iklim investasi yang kondusif, (b) potensi SDM melalui peningkatan
tenaga kerja terdidik dan terampil, (c) potensi SDA diwujudkan
sebagai bahan baku dan bahan penolong untuk mengurangi impor
input, (d) perkembangan kelembagaan keuangan, regulasi, dan
kedalaman struktur industri, dan (e) perkembangan infrastruktur
dan logistik.

Jakarta, 31 Oktober 2014
Penyunting
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